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Disahkan Oleh Ketua PTUN Samarinda

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERSIAPAN PENANGANAN SENGKETA INFORMASI DI KOMISI INFORMASI DAN

PELAPORANNYA

TUJUAN :
Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam penanganan meja informasi, agar dilaksanakan secara sistemati dan efektif.

RUANG LINGKUP :
Prosedur ini mencakup meregister permohonan informasi, mempersiapkan dokumen informasi, pemberian informasi
beserta tanda terimanya, sampai pengarsipan.

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang | 1. S2
Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah 2 s1
dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9
Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang- | 3. D3
Undang Rl Nomor 51 Tahun 2009 4. SMA Sederajat

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia  Nomor  2-144/KMA/SK/VI11/2022
tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di
Pengadilan.

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

SOP Pengelolaan Meja Informasi 1
SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik. 2
SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik 3'
SOP Permohonan Informasi Publik (Offline) 4'
SOP Permohonan Informasi Publik (Online)

Komputer

Printer

Buku Register Keberatan Informasi
Alat Tulis Kantor (ATK)

arwd PR

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka layanan | Dokumen Terkait
keterbukaan informasi publik akan tersendat sehingga
reformasi dan pembaharuan peradilan akan terhambat.

DEFINISI :
1. Registrasi : Kegiatan pendaftaran/pencatatan.
2. PPID : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi.

3. Hari : Hari Kerja
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Disahkan Oleh

Ketua PTUN Samarinda

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERSIAPAN PENANGANAN SENGKETA INFORMASI DI KOMISI INFORMASI DAN

PELAPORANNYA
Pelaksana Pendukung
No Kegiatan IF;] efr:romhggi PPID Atasan PPID | Komisi Informasi Kelengkapan Waktu Output
1 ; ; Gugatan Sengketa Informasi Pada hari dan Register Sengketa Informasi
Pemohon Informasi yang tidak puas . . . ; s .
dengan keputusan A%/asa% pP|Dp ( ) > Publik jam kerja Publik pada Komisi Informasi
berhak mengajukan permohonan
penyelesaian sengketa informasi
kepada Komisi Informasi paling
lambat 14 (empat belas) hari sejak
diterimanya keputusan Atasan PPID
2 Atasan PPID yang digugat sengketa e Gugatan sengketa informasi | 1 hari Tersedianya SK penunjukan
informasi di Komisi Informasi < < publik sebagai kuasa dalam sengketa
dapat menunjuk PPID dan/atau D e SK Penunjukan PPID di komisi informasi
pejabat lain sebagai kuasa. e ATK
3 i i A 4 \ 4 o Putusan Komisi Informasi 1 hari Tersedianya laporan dari
PPID dan/atau pejabat lain yang . .
ditunjuk melaporkan proses ( ) e ATK S_P”D_/ Pﬁlabat lain yang
penanganan sengketa informasi Itunjuk atas penanganan
kepada Atasan PPID sengketa di Komisi Informasi
4 e Putusan Komisi Informasi 1 hari Terunggahnya putusan

PPID mengunggah putusan
sengketa informasi ke dalam e-LID
atau situs PPID https://ppid.ptun-
samarinda.go.id

e Jaringan Internet
o Website

sengketa informasi ke dalam e-
LID atau situs PPID
https://ppid.ptun-
samarinda.go.id




